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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil paparan di hasil dan pembahasan di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online di Polda 

NTB berdasarkan sesuai dengan SOP, yaitu pertama kita menerima laporan 

pengaduan atau laporan polisi, selanjutnya kita melakukan penyelidikan, 

selanjutnya gelar perkara kasus penentuan ketahap selanjutnya, dan gelar 

penentuan ancaman hukuman pidana sesuai dengan perkara yang berlaku, 

penegakan selanjutnya yaitu penyidikan, dan selanjutnya pemanggilan. 

Terdapat 22 narapidana yang melakukan tindak kejahatan yang menggunakan 

media sosial dalam pencemaran nama baik, penipuan dan penyalahan asusiala. 

2. Kendala-kendalaterhadap tindak pidana arisan onlineyang sering ditemukan 

oleh penengak hukum yaitu pada saat penyelidikan terdapat kekurangan 

barang bukti, karena terkadang pada anggota arisan onlin ada yang 

menyerahkan langsung tanpa ada barang bukti misalnya seperti kuitansi 

penyerahan iuran arisan, Kurangnya saksi-saksi, ketiga penyelesaian yang 

seringkali digunakan adalah penyelesaian secara restorative justices, dan 

pelapor mencabut laporannya karena pelaku ingin bertanggung jawab. 

B. SARAN 

1. Kepada pihak penegak hukum, penyusun berharap lebih meningkatkan upaya 

penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu 
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adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap 

perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak 

tertulis. 

2. Kepada masyarat harap berhati-hati di dalam melakukan intraksi secara online 

jangan mudah percaya. 
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